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ABSTRAK 

Perlindungan hukum bagi penduduk non permanen yang tidak memiliki Surat 

Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) perlu mendapat perhatian khusus 

dalam kerangka administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan memiliki 

peran strategis dalam mendukung kebijakan, pengambilan keputusan, dan layanan 

publik. Penduduk non permanen, yang sering tinggal dalam jangka waktu tertentu di 

suatu wilayah dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan hukum. 

Dimana identitas diri tersebut sangatlah penting sebagai sebagai tanda pengenal 

sekaligus tanda status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan 

hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mengacu pada peraturan 

perundang-undangan dan analisis sumber pustaka atau data sekunder terkait hukum 

administrasi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan 

hukum penduduk non permanen yang belum memiliki SKPNP. Pengaturan 

kepemilikan SKPNP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 

2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen. Surat keterangan penduduk non-

permanen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penduduk non-permanen 

dapat mengakses layanan dan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dalam 

administrasi kependudukan. Perlindungan hukum terhadap penduduk non permanen 

terbagi menjadi dua aspek, yaitu perlindungan secara represif dengan pemberian 

sanksi administratif atau tindakan penegakan hukum umum melalui operasi yustisi 

dan secara preventif dilakukan melalui kebijakan dan tindakan yang bertujuan 

mencegah terjadinya pelanggaran administrasi kependudukan. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penduduk Non Permanen, Surat Keterangan 

Penduduk Non Permanen 
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